Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir : Sialang Buah/ 21 April 1998, jenis kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMK, Tempat
Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini
memberi kuasa kepada ANWAR EFFENDI, S.H.I,
Advokat Advokat/Pengacara/Penasihat
Hukum/Konsultan Hukum  baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri yang berkantor di Kantor:
KANTOR HUKUM ANWAR EFFENDI &
ASSOCIATES di Jalan Mesjid Raya No0.119 Pekan
Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu
Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020, sebagai
Penggugat;

Tergugatumur 29 tahun, jenis kelamin: Lakilaki, agama Islam, Pendidikan
terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, yang
beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2020
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor
740/Pdt.G/2020/PA.Srh, pada tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang telah melangsungkan Akad Nikah dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0232/040/VIII/2018, tertanggal 28 Agustus 2018
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk
Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah antara Penggugat dan
Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal
bersama satu rumah (kediaman bersama) dirumah Orang tua Penggugat
di Dusun Il Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten
Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, meskipun Penggugat dan
Tergugat sempat pindah rumah ke Dusun | Desa Gelam Sei Serimah
Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, namun hanya
+ 3 (tiga) minggu dan setelah itu kembali lagi dan tinggal menetap
bersama di rumah orang tua Penggugat hingga gugatan ini diajukan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai oleh Allah SWT keturunan 1 (satu) orang anak perempuan
yang lahir di Bogak Besar pada tanggal 04 Juni 2019, yang hingga
saat gugatan ini di ajukan anak tersebut berada dalam pengasuhan
Penggugat;
4, Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-
saling kasih sayang sebagaimana layaknya pasangan suami isteri
kebanyakan namun sejak akhir bulan November tahun 2018

ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
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yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1 Tergugat sering mempertanyakan sambil marah-marah

kenapa uang belanja yang diberikannya kepada Penggugat cepat

habis, padahal uang belanja yang diberi Tergugat selalu hanya

sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/ hari dan itupun

sudah dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga;

4.2 Tergugat apabila marah-marah selalu berkata kasar

(mencaci maki)Penggugat dan terkadang juga Ibu Penggugat

(Mertua Tergugat);

4.3 Tergugat apabila emosi dan bertengkar dengan Penggugat

selalu memecahkan barang-barang perabotan rumah tangga,

bahkan pernah menghempaskan hp dan memukulkan tangannya

ke dinding sampai terkilir;

4.4 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang

isteri

4.5 Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa ternyata Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-
menerus sehingga lama kelamaan hubungan antara Penggugat dan
Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan puncak nya sejak tanggal 30
bulan September 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi
meninggalkan rumah (kediaman bersama) dan sejak kepergian Tergugat
antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi lagi
dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta hak dan kewajiban antara
Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga
saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun
tidak berhasil,
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7. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang Anak Perempuan yang lahir
dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka
Penggugat Mohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah
(Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cg. Majelis Hakim yang
mulia untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pihak
untuk dapat hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta
mengambil Putusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro oleh (David Prayudi Bin

Sagek) atas diri (Penggugat);

3. Menetapkan anak yang bernama Nur Asyila Azzahra yang lahir

di Bogak Besar pada tanggal 04 Juni 2019, dibawah pengasuhan dan

pemeliharaan Penggugat;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir kembali
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga tidak
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dapat di dengarkan keterangannya, demikian pula perkara ini tidak dapat
dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A.
Surat:
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0232/040/VII1/2018,
tertanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten
Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Nur Asyila Azzahra,
Nomor 2272/440.P1/SB/2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
A
Saksi:
1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Il Desa Bogak Besar
Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sedang Bedagai, hubungan
sebagai lbu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah bulan Agustus tahun
2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di
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rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan November tahun 2018 rumah tangganya
mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena tidak memberikan nafkah yang cukup kepada
Penggugat sementara Penggugat mempunyai pekerjaan dan
penghasilan lebih, Tergugat egois dan jarang pulang kerumabh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan
September tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat
tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada
Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar
dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah
mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi Il, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Il Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk
Mengkudu, Hubungan sebagai Tetangga Penggugat, dibawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
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- Bahwa Pengugat dan Terguat menikah sekitar bulan Agustus
tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di
rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak akhir bulan november tahun 2018 rumah
tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, egois,
serta tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan
September tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat
tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada
Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar
dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah
mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
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putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat
dijatuhkan putusan atas perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa
mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga,
akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 Penggugat yakni Fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan
yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa bukti P2 Penggugat yakni Fotokopi Surat
Keterangan Lahir yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak dari
Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Asyila Azzahra merupakan anak
dari ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tanggal bulan Agustus tahun 2018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat egois, tidak memberikan nafkah yang
cukup kepada Penggugat serta jarang pulang kerumah bersama;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan September
tahun 2019 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaiakan dan menasehati
para pihak, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Al-Qur'an Surat Ar-Rdm Ayat 21:
S Jass ] BS0ud B30T 1050 002 80 15 001 &3l15 005
Y\ 093855 Dpled) 1en§ 5 o 5] 18805 55 &353
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;
2. Kitab Fighus Sunnah Juz Il, halaman 291.:
bl asl asll Guolall lgallny Miuzg o aill uolall o wllai ol Ll o=
logiv o Vl e jmeg ) pall cus
Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari
suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'’in apabila
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nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit
didamaikan antara keduanya’;

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

woliodl J| alowy inY all axbaog ISl (@Y BWsUl oMisl sicq

W)l | axbaodll wlaiis

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya
tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan
untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka
berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

tlaadl el > e pabs awla sl )

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik
maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang
bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993
tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga
seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari
Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya
telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan
perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan
menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan

mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi
Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga
perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada
negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan
terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang
tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga dapat
dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus“ dan “tidak ada
harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“
sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwva hukum tersebut
adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan
keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan
sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan
Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut agar
hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur
Asyila Azzahra, lahir tanggal 04 Juni 2019 agar ditetapkan kepada Penggugat
sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (i.c.)

Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Srh Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan
kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya (i.c. Penggugat dan

Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat,
senyatanya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Asyila
Azzahra, lahir tanggal 04 Juni 2019, masih berumur dibawah 12 tahun atau
belum mumayyiz, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya
karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka demi semata-mata
perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut, yang masih sangat
membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya dan kesaksian
saksi-saksi bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak, serta selama
dalam proses persidangan dilaksanakan tidak ditemui cacat yang dapat
menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa syarat-syarat hadhonah tersebut sebagaimana
ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (
LWV & leS), Juz 11 halaman 152 juncto kitab Al-lgna’ Fi Halli AlFazhi Abi Syuja’
(el i blall J> 8 glsYl ) Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:

olsdl g anlaYl g asiloYl o aasll g (uadl g &l o Jasll tazw aliaxdl lail i o
eabniw by lgio Jizl 0L Tos 0o
Artinya: “Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. berakal sehat (waras), 2.
merdeka, 3. beragama Islam, 4. ‘Iffah, 5. dapat dipercaya, 6.
bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang
diasuh, 7. tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat

tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;
Menimbang, bahwa sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, yang

berbunyi:

Ol 1 age I all iy ,32 of alll 3 02z of anl o camis ool O
4 s y525 Hlaw & (435 - Eeg & G o5 138 (sl §) a1 I35 G ed 6 Tl

Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Srh Halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
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2% s o sl

Artinya: “Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar
r.a. , bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “
Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya
(mengandungnya), air susuku minumannya, dan pangkuan saya
tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan
ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab
Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu
belum nikah lagi”.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim sependapat
dengan hadist tersebut diatas. Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak
hadhanah terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur
Asyila Azzahra, lahir tanggal 04 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal
terjadi pemisahan antara anak dengan salah orang tua karena alasan yang sah
(karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu
langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya,
(2) anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan,
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai
dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak memperoleh
pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap memperoleh
hak anak lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selama anak
Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhanah)
Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap
diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap
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dengan anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam
bentuk apapun kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai
pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memberikan akses kepada
Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan
alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah
(Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan
Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Ismaidi bin Tukino)
terhadap Penggugat (Winda Mayasari binti Banjirono);
4., Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 29 September 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti
Kusumawardani,S.Ag.,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Fauzan
Arrasyid,S.H.l.,M.A, dan Istigomah Sinaga, S.H.l.,M.H masing-masing sebagai
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Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis
dto
Dian Siti Kusumawardani,S.Ag.,S.H
Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
Fauzan Arrasyid, S.H.l.,M.A Istiqgomah Sinaga, S.H.l.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya proses Rp 50.000,00
Biaya Panggilan Rp  300.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp  10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

S o A
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah biaya Perkara Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Srh Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



